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RINGKASAN 

 

Serikat pekerja dianggap perlu dalam rangka dan upaya melindungi pekerja/buruh 

terutama dalam hal berhadapan dengan pengusaha untuk secara kolektif 

memperjuangkan hak dan kewajiban pekerja/buruh dalam melakukan hubungan 

kerja. Oleh karena itu, diharapkan serikat pekerja akan mempunyai kekuatan tawar-

menawar (bargaining position) yang lebih kuat dan diharapkan mendatangkan 

kebaikan bagi para pekerja yang menjadi anggotanya beserta keluarganya, bahkan 

yang tidak menjadi anggota dari serikat pekerja . 

 

Bagi pekerja, posisi rentan ini membutuhkan tempat di mana mereka dapat tumbuh 

dengan kuat. Forum merupakan implementasi dari hak berorganisasi dalam serikat 

pekerja. Tujuan dibentuknya serikat pekerja adalah untuk menyeimbangkan 

kedudukan pekerja dan pengusaha. Forum ini juga diharapkan dapat 

memungkinkan para pekerja untuk berpartisipasi dalam proses produksiSerikat 

pekerja dapat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dalam industri dengan 

berpartisipasi dalam proses pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB).   

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian Tipe 

penelitian yang digunakan adalah reform-oriented research yaitu penelitian yang 

secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan 

merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan. 

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis 

mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan 

membuktikan kebenaran hipotesis. 

 

Perkembangan serikat Pekerja di Indonesia sudah dimulai pada masa revolusi 

sebelum kemerdekaan, pada saat Orde Lama, Orde Baru dan sampai pada saat 

reformasi sekarang ini. Dari beberapa fase tersebut, indonesia telah meratifikasi 

beberapa konvensi ILO berkaitan dengan kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh. 

Diantaranya adalah Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding 

Bersama, diratifikasi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 dan konvensi ILO 

tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi diratifikasi dan 

dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998. Pada masa reformasi 

disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh. 

 

Bentuk perlindungan hukum terhadap serikat pekerja dalam hubungan industrial di 

Indonesia yang diberikan oleh pemerintah adalah hak menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di 

dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dituangkan ke dalam 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Serikat Pekerja, Perlindungan Hukum, Hubungan Industrial 

 
 

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Keberadaan Serikat Pekerja Untuk 

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Dalam Hubungan 

Industrial Yang Berkeadilan untuk mengetahui dan menganalis mengenai 

keberadaan serikat pekerja dalam hubungan industrial di Indonesia, dan untuk 

mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan serikat 

pekerja terhadap pekerja dalam hubungan industrial di Indonesia. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Perkembangan serikat Pekerja di 

Indonesia sudah dimulai pada masa revolusi sebelum kemerdekaan, pada saat Orde 

Lama, Orde Baru dan sampai pada saat reformasi sekarang ini. Dari beberapa fase 

tersebut, indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ILO berkaitan dengan 

kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh. Diantaranya adalah Konvensi ILO tentang 

Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama, diratifikasi dalam Undang-Undang No. 

18 Tahun 1956 dan konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan 

Hak Berorganisasi diratifikasi dan dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 83 

Tahun 1998. Pada masa reformasi disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

 

Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap serikat pekerja dalam hubungan 

industrial di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah adalah hak menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh meru¬pakan hak asasi pekerja/buruh yang telah 

dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dituangkan ke 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh.  
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Trade Unions, Legal Protection, Industrial Relations 

 

 

The aim of the thesis research entitled The Existence of Trade Unions to Provide 

Legal Protection to Workers in Fair Industrial Relations is to find out and analyze 

the existence of trade unions in industrial relations in Indonesia, and to find out 

and analyze the form of legal protection provided by trade unions to workers in 

industrial relations. industrial in Indonesia. 

 

The research results obtained are: First, the development of workers' unions in 

Indonesia began during the revolution before independence, during the Old Order, 

the New Order and up to the current reform era. From these several phases, 

Indonesia has ratified several ILO conventions relating to freedom of association 

for workers/laborers. Among them is the ILO Convention on the Right to Organize 

and Collective Bargaining, ratified in Law no. 18 of 1956 and the ILO convention 

on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize were ratified 

and outlined in Presidential Decree No. 83 of 1998. During the reform period, Law 

Number 21 of 2000 concerning Trade Unions/Labour Unions was passed. 

 

Second, the form of legal protection for trade unions in industrial relations in 

Indonesia provided by the government is the right to become a member of a trade 

union/labor union, which is a human right of workers/laborers which is guaranteed 

in Article 28 of the 1945 Constitution. This is further stated in in Law Number 21 

of 2000 concerning Trade Unions.
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